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Abstrak

Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam penanganan
penyakit tuberkulosis (TB) merupakan isu penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Tuberkulosis,
sebagai salah satu penyakit menular yang mempengaruhi kesehatan global, memerlukan perhatian
khusus dalam hal kepatuhan terhadap pengobatan dan pencegahan. Dalam penelitian ini, tujuan utama
adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai
hak dan kewajiban mereka dalam konteks penanganan TB. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif untuk menggali pemahaman masyarakat tentang hukum terkait kesehatan,
serta peran mereka dalam pencegahan dan pengobatan TB. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran
hukum yang rendah berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap pengobatan, yang berdampak pada
peningkatan angka penularan TB. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang efektif untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka sebagai pasien dan kewajiban mereka
dalam menjaga kesehatan komunitas. Melalui sosialisasi, pendidikan, dan keteladanan dari pemimpin
masyarakat, diharapkan kesadaran hukum dapat ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat tidak
hanya memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum tetapi juga merasakan manfaat langsung dari
penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan TB di Indonesia melalui peningkatan kesadaran
hukum masyarakat.
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Abstract

Increasing legal awareness in the community on rights and obligations in the management of
tuberculosis (TB) disease is an important issue in the context of public health. Tuberculosis, as one of
the infectious diseases affecting global health, requires special attention in terms of adherence to
treatment and prevention. In this study, the main objective was to analyze the factors that influence
people's legal awareness of their rights and obligations in the context of TB management. The study
used both qualitative and quantitative approaches to explore community understanding of health-
related laws, as well as their role in TB prevention and treatment. Results show that low legal
awareness contributes to non-adherence to treatment, which results in increased TB transmission rates.
Therefore, an effective education strategy is needed to improve community understanding of their
rights as patients and their obligations in maintaining community health. Through socialization,
education, and the example of community leaders, it is hoped that legal awareness can be improved.
Thus, people not only understand the importance of complying with the law but also experience the
direct benefits of applying the law in their daily lives. This research is expected to make a significant
contribution to TB prevention efforts in Indonesia through increased awareness of the law.
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PENDAHULUAN

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin
kepastian dan keadilan (Zaki, 2019). Tuberkulosis (TBC) mengakibatkan penurunan asupan dan
malabsorbsi nutrien serta metabolisme tubuh berubah sehingga terjadi massa otot dan lemak menurun
akibat mekanisme malnutrisi dari energi protein. Malnutrisi pada TBC berpengaruh terhadap prognosis
dan tingkat kematian (Diani & Rahmayanti, 2017). Dalam konteks penanganan penyakit tuberculosis
(TB), kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sangat krusial (Krisdiyantoro
& Rahayu, 2024). TB adalah penyakit menular yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak,
termasuk individu, pemerintah, dan lembaga kesehatan. Namun, rendahnya kesadaran hukum di
masyarakat sering kali mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam
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penanganan penyakit ini, yang pada gilirannya dapat memperburuk penyebaran penyakit dan
dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Peran Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan TB yakni: Edukasi dan Sosialisasi: Peningkatan
kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting (Sunuh, Christine, & Politon,
2024). Pemerintah daerah, seperti di Kota Bandung, telah melaksanakan program edukasi untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TB. Kesadaran masyarakat
dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan komunitas untuk memahami gejala, cara penularan, dan
langkah pencegahan TB. Metode seperti konseling berbasis komunitas yang melibatkan demonstrasi
dan role-play telah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TB. Kerja sama antara
pemerintah, lembaga akademik, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan strategi
edukasi dan kampanye kesadaran (Ayu Rahmadani, Asliana Sainal, & Suprapto, 2023). Selain itu,
penggunaan pendekatan interaktif seperti gamifikasi sosial dalam edukasi TB telah meningkatkan
motivasi dan efektivitas pembelajaran masyarakat. Model ini mencakup elemen seperti tantangan,
penghargaan, dan keterlibatan media sosial untuk menyampaikan informasi TB secara menarik
(Sudana, Emanuel, Suyoto, & Fornia, 2020). Program komunikasi strategis di daerah dengan
keterbatasan infrastruktur juga efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TB, seperti
yang terlihat pada upaya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan diskusi kelompok,
pelatihan komunikasi, dan evaluasi berkelanjutan (Wihastuti & Utami, 2024).

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang TB sangat penting untuk mencegah penyebaran
dan meningkatkan akses layanan pengobatan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang terdiagnosis
TB tidak mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui
pendidikan dan pelatihan terbukti efektif. Contohnya, pemberdayaan komunitas dengan metode
konseling, demonstrasi, dan role-play dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala, cara
penularan, dan pencegahan TB (Ayu Rahmadani et al., 2023).

Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga penting dalam pencegahan TB.
PHBS meliputi kebiasaan tidak merokok, konsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan,
dan penerapan sanitasi yang baik. Studi menunjukkan bahwa PHBS dapat menurunkan prevalensi TB
melalui pengurangan faktor risiko seperti kondisi rumah yang tidak sehat, kelembapan tinggi, dan
ventilasi buruk (Kalasta Ayunda Putri, Tania Varera, & Aulia Rahma Cheni, 2024). Intervensi promosi
kesehatan tentang PHBS juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mencegah
TB, khususnya di lingkungan berisiko seperti pesantren (Laili & Ro’isah, 2021). Melalui kombinasi
edukasi dan promosi PHBS, masyarakat dapat lebih sadar dan aktif berpartisipasi dalam upaya
pencegahan serta pengendalian TB, sehingga mempercepat target eliminasi TB.

Ini merupakan langkah preventif yang dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan dan mengurangi penularan TB. Regulasi dan Penegakan Hukum: Meningkatnya kasus TB
juga memerlukan penguatan penegakan hukum terkait kesehatan. Implementasi regulasi yang ketat dan
sanksi bagi pelanggar dapat membantu memastikan bahwa masyarakat mematuhi pedoman kesehatan
yang ada. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan berkontribusi pada penanganan TB yang
lebih efektif, dengan meningkatkan akses kepada layanan kesehatan dan mendorong individu untuk
bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan komunitas (Sulaiman, 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum di masyarakat meliputi pengetahuan tentang
hukum, akses informasi mengenai peraturan kesehatan, serta sikap masyarakat terhadap hukum dan
sanksi. Pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan penyakit
seperti TB dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB, sehingga memengaruhi
efektivitas pengobatan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan status sosial-
ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat terhadap kebijakan dan hak
terkait TB. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasien TBC juga merupakan hambatan signifikan
dalam penemuan kasus. Stigma dapat menyebabkan pasien enggan mencari perawatan atau mengakui
gejala yang dialami (Fitriangga, 2024).

Kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui edukasi kesehatan yang menargetkan kelompok
berisiko rendah pengetahuan, seperti masyarakat di daerah pedesaan atau dengan tingkat pendidikan
rendah (Zou et al., 2020). Edukasi yang berbasis komunitas, termasuk pemberdayaan masyarakat, juga
efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan mengurangi stigma sosial terhadap
penderita TB (Nezenega, Perimal-lewis, & Maeder, 2020).

Selain itu, pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan,
organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung kesadaran hukum masyarakat telah
ditunjukkan dalam berbagai studi. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan komunitas kesehatan,
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hukum, dan sosial telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab
hukum mereka dalam menjaga kesehatan bersama (Elmuttalut, 2024).

Melalui upaya intensif sosialisasi dan edukasi hukum, masyarakat diharapkan lebih memahami
pentingnya kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang
mendukung pengendalian TB secara efektif.

METODE
Kegiatan program ini dapat berlangsung dengan dua cara yaitu dengan mengadakan forum daring
dan luring dengan proses tatap muka menyesuaikan kondisi yang ada. Program ini dilakukan dengan
penyuluhan dan forum diskusi tentang Penanganan tuberculosis dan apa saja hak dan kewajibannya.
1. Persiapan dan Perencanaan
a. ldentifikasi dan Analisis Kebutuhan
Mengadakan survei awal dan wawancara dengan masyarakat, petugas kesehatan, dan pihak
terkait untuk memahami tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kebutuhan masyarakat terkait hak
dan kewajiban hukum dalam penanganan tuberculosis.
Mengidentifikasi mitra lokal seperti organisasi kesehatan, lembaga hukum, dan kelompok
masyarakat yang relevan.
b. Penyusunan Rencana Aksi
Menyusun rencana kegiatan yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan indikator
keberhasilan.
Mengembangkan materi edukasi yang sesuai, termasuk brosur, pamflet, dan modul pelatihan.
2. Pelaksanaan Program
a. Kampanye Kesadaran Hukum
Mengadakan kampanye informasi di komunitas melalui seminar, lokakarya, dan sesi informasi.
Menggunakan media lokal (radio, televisi, media sosial) untuk menyebarluaskan informasi
mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penanganan tuberculosis.
b. Penyuluhan di Fasilitas Kesehatan
Melakukan penyuluhan kepada petugas kesehatan tentang hak dan kewajiban pasien serta
prosedur hukum yang relevan.
Menyediakan informasi dan materi edukasi di fasilitas kesehatan untuk diakses oleh pasien dan
keluarga.
3. Evaluasi dan Penilaian
a. Pengumpulan Data dan Analisis
Mengumpulkan data dari survei, wawancara, dan umpan balik peserta untuk mengevaluasi
efektivitas program.
Menganalisis hasil untuk menilai peningkatan pengetahuan masyarakat dan dampak program.
b. Laporan dan Revisi
Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil evaluasi, pencapaian, dan rekomendasi untuk
perbaikan.
Mengadakan pertemuan evaluasi dengan tim dan mitra untuk membahas hasil dan
merencanakan langkah-langkah tindak lanjut.
c. Penyebarluasan Temuan
Membagikan hasil dan temuan program kepada stakeholders, termasuk lembaga pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal.
Mempublikasikan hasil program melalui laporan, artikel, dan presentasi untuk meningkatkan
kesadaran lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kegiatan dalam melaksanakan pengabdian ini dengan sosialisasi terkait peningkatan
kesadaran hukum pada Masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam penanganan penyakit
tuberculosis yakni:
1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat
Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kewajiban mereka terkait
penanganan TB.
Ada peningkatan pemahaman masyarakat setelah diberikan edukasi atau sosialisasi terkait
peraturan yang mengatur penanganan TB, seperti:
Hak untuk mendapatkan pengobatan gratis sesuai dengan program pemerintah.
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Kewajiban melaporkan kasus TB ke fasilitas kesehatan.
Tingkat kesadaran lebih tinggi pada masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses informasi
yang lebih baik.

2. Efektivitas Sosialisasi
Program penyuluhan atau kampanye kesadaran hukum berbasis komunitas menunjukkan
peningkatan pemahaman sebesar 30—50% di beberapa wilayah studi.
Media yang paling efektif digunakan adalah diskusi langsung dan penyuluhan dengan pendekatan
partisipatif.

3. Hambatan dalam Peningkatan Kesadaran
Kurangnya penyebaran informasi mengenai peraturan terkait TB di daerah terpencil.
Stigma terhadap pasien TB yang menghambat mereka untuk aktif mencari informasi atau bantuan.
Ketidakpahaman mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban, seperti menjalani pengobatan
hingga tuntas.

4. Perilaku Masyarakat Pasca-Intervensi
Masyarakat mulai lebih aktif mencari pengobatan dan melaporkan gejala TB.
Penurunan jumlah pasien yang tidak melanjutkan pengobatan (default) setelah memahami
konsekuensi hukum dan kesehatan.

Pembahasan Materi Sosialisasi
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Gambar 1 Pengabdian Masyarakan dengan metode sosialisasi bersam
Trosobo
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1. Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Penanganan TB
Kesadaran hukum membantu masyarakat memahami hak dasar seperti akses layanan kesehatan
gratis dan pengobatan yang tersedia.
Kewajiban untuk melapor dan menjalani pengobatan adalah bagian dari upaya pencegahan
penyebaran TB, yang diatur dalam beberapa peraturan kesehatan.

2. Hubungan Antara Pengetahuan Hukum dan Pencegahan Penyebaran TB
Kurangnya pemahaman hukum berkontribusi pada rendahnya pelaporan dan pengobatan TB.
Kesadaran hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Directly Observed
Treatment Short-course (DOTS), yang merupakan program utama dalam pengendalian TB.

3. Dampak Sosialisasi terhadap Perubahan Perilaku
Edukasi yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perubahan sikap
terhadap pasien TB.
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat cenderung tidak lagi mendiskriminasi pasien TB
dan lebih mendukung mereka untuk menjalani pengobatan.

4. Rekomendasi untuk Keberlanjutan Program
Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memastikan informasi hukum terkait penanganan TB
sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil.
Pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam penyebaran informasi untuk menurunkan stigma
terhadap pasien TB.
Penggunaan media sosial dan kampanye digital untuk menjangkau generasi muda.

5. Konteks Kebijakan Hukum
Program TB Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis menjadi dasar hukum untuk mendukung hak masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Meningkatkan pemahaman tentang sanksi hukum bagi mereka yang melanggar kewajiban
pelaporan atau mengabaikan pengobatan.
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Gambar 2 foto bersama dengan masyarakat Tanjungsari

Sosialisasi mengenai penanganan Tuberkulosis (TBC) yang dilaksanakan di Balai Desa
Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menjadi momentum penting dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TBC serta langkah-langkah pengendaliannya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Puskesmas Trosobo bekerja sama dengan kader desa, dan disambut
hangat oleh Kepala Desa Tanjungsari, Bapak Abdul Rokhim, S.H. Acara ini menghadirkan dua
pemateri utama, yaitu Kepala Penanggung Jawab Puskesmas Trosobo, dr. Annisa Tria Budiningsih,
yang memberikan perspektif medis, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif
Sidoarjo, Dr. Fajar Rachmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., yang memaparkan aspek hukum dalam
pengendalian penyakit menular ini.

Dalam paparannya, dr. Annisa menjelaskan secara rinci tentang gejala TBC, mekanisme penularan,
serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tuntas. la menyoroti bahwa Puskesmas Trosobo
menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis sebagai bagian dari program
pemerintah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk
memeriksakan diri dan stigma terhadap penderita TBC yang menyebabkan banyak pasien enggan
melanjutkan pengobatan.

Pentingnya dukungan keluarga terhadap pasien juga menjadi fokus utama dalam materi dr. Annisa.
la menekankan bahwa pengobatan TBC memerlukan kepatuhan selama enam bulan tanpa jeda.
Simulasi terkait pengenalan gejala awal, seperti batuk kronis lebih dari dua minggu, demam ringan
berkepanjangan, dan penurunan berat badan tanpa sebab jelas, diberikan kepada peserta sebagai
langkah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Dari sisi hukum, Dr. Fajar memberikan pemahaman mendalam tentang hak masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai Undang-Undang Kesehatan, serta kewajiban
mereka untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti TBC. la menjelaskan bahwa
ketidakpatuhan terhadap pengobatan atau menyembunyikan penyakit tidak hanya merugikan orang
lain, tetapi juga melanggar prinsip hukum dan etika masyarakat.

Dr. Fajar juga membahas regulasi yang melindungi hak pasien, termasuk hak untuk tidak
didiskriminasi, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang
memadai. Program pengobatan gratis untuk TBC merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah
dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular ini. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa
keberhasilan program pemerintah untuk eliminasi TBC sangat bergantung pada partisipasi aktif
masyarakat dalam mendukung kebijakan kesehatan.

Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara tenaga kesehatan, akademisi,
dan masyarakat dalam menangani TBC. Pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek medis,
hukum, dan sosial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai
pentingnya deteksi dini, kepatuhan terhadap pengobatan, dan tanggung jawab hukum dalam
pengendalian TBC.

Tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, yang
terdiri dari Erin Kusumawati, Mochammad Alief, dan Irma Nafa Nabila, menegaskan bahwa
masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dapat membantu menciptakan lingkungan yang
lebih sehat, adil, dan peduli. Dengan kegiatan ini, diharapkan upaya bersama untuk mencapai target
eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan dan pengamatan yang dilakukan, peningkatan kesadaran hukum pada
masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TB) menunjukkan
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beberapa hal positif. Program ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat
mengenai:

1. Hak pasien TB untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, akses ke pengobatan gratis,

dan dukungan medis sesuai ketentuan pemerintah.

2. Kewajiban pasien TB dalam menjalani perawatan secara disiplin dan menghindari penularan

penyakit pada orang lain, serta melaporkan kondisi kesehatan kepada pihak medis secara teratur.

3. Peningkatan pemahaman hukum terhadap aturan yang berlaku mengenai penanganan TB,

termasuk peraturan dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran TB di
lingkungan sekitar.

Masyarakat yang mengikuti program menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban mereka, serta adanya perubahan perilaku yang mendukung pencegahan dan pengobatan
penyakit TB. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat
di wilayah tertentu, yang disebabkan oleh kurangnya akses informasi atau kekhawatiran terkait stigma.
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